1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana atau strafbaarfeit atau perbuatan pidana merupakan suatu

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut.*?

Adapun beberapa tokoh yang memiliki perbedaan pendapat tentang peristilahan

“strafbaarfeit” atau tindak pidana, antara lain :
Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan
dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang
telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.®*Tindak
pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma (gangguan terhadap tertib
hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah
dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap
pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan
terjaminnya kepentingan umum.**

Beberapa peristilahan dan definisi diatas, menurut pendapat penulis yang dirasa

paling tepat digunakan adalah “Tindak Pidana dan Perbuatan Pidana”, dengan

alasan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas, sebagai istilah hukum

juga sangat praktis diucapkan dan sudah dikenal oleh masyarakat pada umumnya.

2Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian |, Raja Grafindo Persada. Jakarta,
2002, him. 71.

pPAF Lamintang, Delik-delik khusus, Sinar Baru ,Bandung,1984, him 185.

¥PAF Lamintang, Op, Cit, him. 182.
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Menurut Moeljatno, Perbuatan Pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang
dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang
berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.’> Menurut

Moeljatno, yang dikutib oleh Adam Chazawi perbuatan pidana lebih tepat

digunakan dengan alasan sebagai berikut :

1) Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu
kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya
larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya
itu ditujukan pada orangnya.

2) Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana
(yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu,
perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi,
melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada
hubungan erat pula.

3) Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat
digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk
pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan),

dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.'®

Sudradjat Bassar menyimpulkan pengertian perbuatan pidana yang didefinisikan
oleh Moeljatno bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila
perbuatan tersebut :

1) Melawan hukum,

2) Merugikan masyarakat,

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka cipta, Jakarta, 2000, him. 54
Adam Chazawi,Op, Cit, him. 71
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3) Dilarang oleh aturan pidana,

4) Pelakunya diancam dengan pidana.*’

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang
bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.® Beliau
membedakan istilah perbuatan pidana dengan strafbaarfeit. Ini dikarenakan
perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifat perbuatan yang terlarang oleh
peraturan perundang-undangan. Soedarto memakai istiah tindak pidana sebagai
pengganti dari pada strafbaarfeit, adapun alasan beliau karena tindak pidana

sudah dapat diterima oleh masyarakat.

Terdapat kelompok sarjana yang berpandangan monistis dan dualistis dalam
kaitannya dengan tindak pidana. Pandangan monistis berpendapat bahwa semua
unsur dari suatu tindak pidana yaitu unsure perbuatan, unsur memenuhi ketentuan
undang-undang, unsur sifat melawan hukum, unsur kesalahan dan unsur
bertanggungjawab digunakan sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga
memungkinkan untuk dijatuhkan pidana kepada pelakunya. Mereka yang
berpandangan dualistis, memisahkan perbuatan dengan pertanggungajawaban
pidana dalam pengertian jika perbuatan tersebut telah memenuhi unsur yang
terdapat dalam rumusan undang-undang, maka perbuatan tersebut merupakan
suatu tindak pidana. Mengenai pelaku tersebut, dalam hal pertanggungjawaban
pidana, masih harus ditinjau secara tersendiri, apakah pelaku tersebut mempunyai
kualifikasi tertentu sehingga ia dapat dijatuhi pidana. Sebagai contoh apabila

pelaku mengalami gangguan jiwa maka ia tidak dapat dipidana.

Ysudradjat Bassar, Tindak-tindak pidana tertentu, Remadja Karya, Bandung, 1986, him.2.
18y i
Ibid.
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2. Unsur-unsur Tindak Pidana
Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi
beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh
memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur
tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :
a. Unsur Subyektif
Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si
pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur
subyektif tindak pidana meliputi :
1) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;

3) Ada atau tidaknya perencanaan;

b. Unsur Obyektif
Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam
keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
1) Memenuhi rumusan undang-undang
2) Sifat melawan hukum;
3) Kualitas si pelaku;
4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan

akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang
ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku

atau faktor lingkungan.
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3. Jenis Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku Il dan
Pelanggaran dimuat dalam Buku Ill. Kejahatan adalah perbuatan yang
bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak
mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana
undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak
pidana karena ada peraturan perundangundangan yang mengaturnya. Menurut
M.v.T (Memorie van Toelichting) yang dikutib oleh Moeljatno, bahwa kejahatan
adalah “rechtsdelicten” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak
ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan
sebagi perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran
adalah “wetsdelicten” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan
hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan

demikian.®®

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran
didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku I, dan
Pelanggaran diatur dalam Buku I1l. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih
berat daripada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :

a) Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan

percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.

¥Moeljatno, Op, Cit, him. 71
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Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan
dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran
tidak dipidana.

Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan
alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran
tidak berlaku.

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan
bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan
kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.

Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan
pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan.

Dalam hal perbarengan perbuatan (concursus), sistem penjatuhan pidana
dalam concursus kejahatan menggunakan sistem absorbsi yang diperberat,
sedangkan dalam concursus pelanggaran menggunakan sistem kumulasi

murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan

menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai

dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak

dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh : Pasal 362 KUHP

tentang Pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud

‘mengambil barang’ tanpa mempersoalkan akibat tertent dari pengambilan barang

tersebut.
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Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan
menitikberatkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana
ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan
itu tidak dipermasalahkan. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, yang
dirumuskan sebagai perbuatan yang ‘mengakibatkan matinya’ orang lain.
Terdapat tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam Pasal 378 KUHP
tentang penipuan dimana selain menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang
yaitu memakai nama palsu/peri keadaan yang palsu juga menitikberatkan pada
akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat

yang dilarang.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah
membuktikan bahwa hampir tiap Negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak
berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan
perubahan zaman. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin Corruptie atau
Corruptus. Selanjutnya, disebutkan bahwa Corruptio itu berasal dari kata
Corrumpore, suatu kata latin kuno. Dari bahasa latin inilah, istilah Corruptio
turun kebanyak bahasa Eropa, seperti inggris: Corruption, Corrupt; Prancis:

Corruption; dan Belanda: Corruptie.?’

Arti harfiah dari kata Corrupt ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak

jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau

20 jlik Mulyadi, Tindak pidana korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung,2000, him. 16.
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ucapan yang menghina atau memfitnah,?* sedangkan menurut Kamus Umum
Bahasa Indonesia, Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara

atau perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.**

Andi Hamzah menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan tumbuh

suburnya korupsi:

1) Kurangnya gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika dibandingkan dengan
kebutuhan sehari hari yang semakin meningkat.

2) Kultur kebudayaan Indonesia yang merupakan sumber meluasnya korupsi.

3) Manajemen yang kurang baik serta komunikasi yang tidak efektif dan efisien.

4) Modernisasi.?®

Tindak pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus
disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana
umum, seperti adanya penyimpangan pada hukum acara serta apabila ditinjau dari
materi yang diatur maka secara langsung atau tidak langsung dimaksudkan untuk
menekan seminimal mungkin kebocoran dan penyimpangan keuangan dan
perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini mungkin penyimpangan
tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya, sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya

peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

?!Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1984, him. 9.
?2Kamus Besar Bahasa Indonesia: Op, Cit., him. 462.
ZAndi Hamzah, Op, Cit., him. 13.
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Secara Yuridis Formal pengertian Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Bab 1l
tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 serta Bab IlI
tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Pasal
21 sampai dengan 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Suatu perbuatan atau tindakan untuk
dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana mempunyai unsur-unsur tindak
pidana yang harus dipenuhi. Demikian halnya suatu tindak pidana untuk dikatakan

sebagai suatu tindak pidana korupsi terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan

tindak pidana korupsi adalah:

1) Pasal 2 Ayat (1) :
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan Negara atau perekonomian negara.”

2) Pasal 3:
“Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara.”

Mengacu kepada definisi dari masing-masing Pasal maka dapat diuraikan unsur-
unsur dari Tindak Pidana Korupsi, yaitu:
1) Setiap orang termasuk pegawai negeri, orang yang menerima gaji atau upah

dari keuangan negara atau daerah; orang yang menerima gaji atau upah dari



2)

3)

4)
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suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah,
orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan
modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Selain pengertian
sebagaimana tersebut di atas termasuk setiap orang adalah orang perorangan
atau termasuk korporasi.

Secara melawan hukum adalah melawan hukum atau tidak sesuai dengan
ketentuan-ketentuan baik secara formal maupun material, meskipun perbuatan
tersebut tidak diatur dalam peraturan-peraturan maupun perundang-undangan.
Selain dari itu juga termasuk tindakan-tindakan yang melawan prosedur dan
ketentuan dalam sebuah instansi, perusahaan yang telah ditetapkan oleh yang
berkompeten dalam organisasi tersebut.

Melakukan perbuatan adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15
Undang-undang No. 31 tahun 1999, vyaitu berupa upaya percobaan,
pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Jadi walaupun belum terbukti telah melakukan suatu tindakan pidana korupsi,
namun jika dapat dibuktikan telah ada upaya percobaan, maka juga telah
memenuhi unsur dari melakukan perbuatan.

Memperkaya diri, atau orang lain atau suatu korporasi adalah memberikan
manfaat kepada pelaku tindak pidana korupsi, baik berupa pribadi, atau orang
lain atau suatu korporasi. Bentuk manfaat yang diperoleh karena memperkaya
diri adalah, terutama berupa uang atau bentuk-bentuk harta lainnya seperti
surat-surat berharga atau bentuk-bentuk aset berharga lainnya, termasuk di
dalamnya memberikan keuntungan kepada suatu korporasi yang diperoleh

dengan cara melawan hukum. Dalam hal yang berkaitan dengan korporasi
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juga termasuk memperkaya diri dari pengurus-pengurus atau orang-orang
yang memiliki hubungan kerja atau hubungan-hubungan lainnya.

5) Dapat merugikan keuangan Negara adalah sesuai dengan peletakan kata dapat
sebelum kata-kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu
adanya tindak pidana korupsi adalah cukup dengan adanya unsur-unsur
perbuatan yang telah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat dari sebuah

perbuatan, dalam hal ini adalah kerugian negara.

C. Pengertian Penyuapan

Penyuapan merupakan istilah yang dituangkan dalam undang-undang sebagai
suatu hadiah atau janji (giften/beloften) yang diberikan atau diterima meliputi
penyuapan aktif dan penyuapan pasif. Ada 3 unsur yang esensial dari delik suap
yaitu:

1) Menerima hadiah atau janji;

2) Berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan;

3) Bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat Pasal-Pasal mengenai delik
penyuapan aktif (Pasal 209 dan Pasal 210) maupun penyuapan pasif (Pasal
418, Pasal 419 dan Pasal 420) yang kemudian semuanya ditarik dalam Pasal 1
Ayat (1) sub ¢ UU Nomor 3 Tahun 1971 yang sekarang menjadi Pasal 5, Pasal 6,
Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian juga dengan penyuapan aktif

dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (1) sub d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971
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(sekarang Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) dan delik suap pasif

dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku
yang memberi suap (delik suap aktif) dan yang menerima suap (delik suap
pasif) adalah subyek tindak pidana korupsi dan penempatan status sebagai
subyek ini tidak memiliki sifat eksepsionalitas yang absolut. Dengan demikian
makna suap telah diperluas, introduksi norma regulasi pemberantasan korupsi
telah menempatkan Actief Omkoping (suap aktif) sebagai subyek tindak pidana
korupsi, karena selama ini delik suap dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana hanya mengatur Passief Omkoping (suap pasif). Delik suap tidaklah selalu
terikat persepsi telah terjadinya pemberian uang atau hadiah, tetapi dengan adanya

pemberian janji saja adalah tetap obyek perbuatan suap.

Adanya percobaan (pogging) suap saja sudah dianggap sebagai delik selesai yang
berarti adanya prakondisi sebagai permulaan pelaksanaan dugaan suap itu sudah
dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Si penerima wajib membuktikan bahwa
pemberian itu bukan suap, karenanya terdakwa akan membuktikan bahwa
pemberian itu tidaklah berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan
kewajiban atau tugasnya, sedangkan unsur menerima hadiah atau janji tetap harus
ada dugaan terlebih dahulu dari Jaksa Penuntut Umum. Definisi suap menerima
gratifikasi dirumuskan pada penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 dan dari penjelasan Pasal 12B Ayat (1) dapat ditarik beberapa

kesimpulan seperti pengertian suap aktif, artinya tidak bisa untuk
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mempersalahkan dan mempertanggungjawabkan dengan menjatuhkan pidana
pada pemberi suap gratifikasi menurut Pasal ini. Dengan demikian, luasnya
pengertian suap gratifikasi ini, maka tidak bisa tidak, akan menjadi tumpang
tindih dengan pengertian suap pasif pada Pasal 5 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (2)
dan Pasal 12 huruf a, b dan ¢ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang
masih dapat diatasi melalui ketentuan hukum pidana pada Pasal 63 Ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perbarengan perbuatan (concursus

idealis).

Penyuapan terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut:

a. Penyuap aktif, yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik
berupa uang atau barang. Penyuapan ini terkait erat dengan sikap batin subjek
hukum berupa niat (oogmerk) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang
pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya
berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.
Dari pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui
tujuan yang terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan
pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi
hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang
bertentangan dengan kewajibannya. Meskipun pejabat yang bersangkutan
menolak pemberian atau janji tersebut, perbuatan subjek hukum sudah
memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyuapan aktif,
mengingat perbuatannya sudah selesai (voltoid).

b. Penyuap pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa

uang maupun barang. Bila dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara,
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rumusan delik ini, dapat dikenakan kepada Anggota Komisaris, Direksi atau
Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara bilamana kapasitasnya
masuk dalam pengertian pegawai negeri (karena menerima gaji/upah dari
keuangan negara) sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 angka 2 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Apabila pegawai negeri tersebut menerima pemberian atau janji
dalam Pasal ini, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan
menanggung beban moril untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi

atau yang menjanjikan tersebut.

Selain penyuapan aktif dan pasif tersebut yang lazim juga terjadi terkait dengan
praktek korupsi adalah penggelapan dan pemerasan. Larangan yang terkait dengan
tindak pidana korupsi jenis ini adalah perbuatan menggelapkan uang atau surat
berharga yang menjadi tanggung jawab jabatannya atau membiarkan uang atau

surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain.

D. Gratifikasi

1. Pengertian Gratifikasi

Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 12

B UU No. 20 Tahun 2001 dirumuskan sebagai berikut:

a. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap
pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan

dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
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1) Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih,
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan
oleh penerima gratifikasi;

2) Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut
umum.

b. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud
dalam Ayat (1) adalah pidana seumur hidup atau piidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana
denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan Gratifikasi dengan uang hadiah
kepada pegawai diluar gaji yang telah ada. Sedangkan Gratifikasi dalam sistem
hukum di Indonesia dapat dilihat dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dan penjelasannya mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam
arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi,
pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang
diterima didalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan

menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Dengan adanya penjelasan ini, memang lebih jelas dan lebih terang dan hal ini

berarti lebih menjamin kepastian hukum dari pada tidak dijelaskan sama sekali.
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Dari penjelasan Pasal 12B Ayat (1) ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai

berikut:

1) Bahwa ternyata pengertian gratifikasi ini sama dengan pengertian suap pasif,
khususnya pegawai negeri yang menerima suap berupa penerimaan dari
pemberian-pemberian dalam arti luas yang terdiri atas benda, jasa, fasilitas,
dan sebagainya.

2) Karena berupa penyuapan pasif, berarti tidak termasuk pengertian suap aktif,
maksudnya tidak bisa mempersalahkan dan mempertanggungjawabkan pidana
dengan menjatuhkan pidana pada pemberi grastifikasi menurut Pasal 12 B ini.

3) Dengan demikian, luasnya pengertian gratifikasi ini seperti yang diterangkan
dan dijelaskan dalam penjelasan mengenai Pasal 12 B Ayat 1 ini, tidak bisa
tidak bahwa tindak pidana korupsi gratifikasi ini menjadi tumpang tindih
dengan pengertian tindak pidana suap pasif pada Pasal 5 Ayat (2), Pasal 6

Ayat (2), dan Pasal 12 huruf a, b, dan c.

Pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalah pemberian atau
janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan dan/atau
semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat/pegawai
negeri dengan si pemberi. Secara hukum dan etika moral seorang penyelenggara
negara seharusnya tidak menerima gratifikasi apapun dari rakyatnya.
Kesulitannya, untuk pembuktian sebuah kasus penyuapan terbentur kenyataan
bahwa pemisah antara suap dan gratifikasi hanyalah tipis sekali. Artinya harus ada
ketentuan yang jelas mengenai perbedaan antara suap, suap yang berkedok

gratifikasi atau gratifikasi yang berujung makruh untuk diterima.
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Suap adalah apabila penerima disyaratkan melakukan tindakan hukum yang
tidak benar atau disyaratkan mencegah tindakan hukum yang benar. Sedangkan
gratifikasi adalah pemberian yang bersifat mutlak, tidak mengandung syarat
apapun. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyuapan
dan gratifikasi mempunyai titik persamaan diberikan kepada pemegang
kekuasaan. Sisi perbedaannya, melihat kepada tujuan dari si pemberi. Bila tujuan
tersebut,masih umum sekedar menarik simpati atau terindikasi karena faktor
jabatan dan kedudukan berarti tergolong gratifikasi. Apabila tujuan yang ingin
dicapai tertentu dan dalam persoalan khusus, maka ini yang disebut dengan
penyuapan. Meskipun keduanya diharamkan, tentunya tingkat keharaman dan

hukuman yang diterima berbeda.

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelengara negara dianggap
pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan
kewajiban atau tugasnya. Gratifikasi tidak dianggap suap jika penerima
melaporkan ke KPK. Hal ini diatur didalam Pasal 12 C yang berbunyi sebagai
berikut: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Ayat (1) tidak
berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib
melakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima.

2) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30
(tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan

gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
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3) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
dalam Ayat (2) dan penetuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (3) diatur dalam undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pasal 12 C Ayat (2) UU No.31 tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001
dan Pasal 16 UU No. 30 tahun 2002, setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara
Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi, dengan cara sebagai berikut :

1) Penerima gratifikasi wajib melaporkan dokumen penerimaannya selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja kepada KPK, terhitung sejak tanggal
gratifikasi tersebut diterima;

2) Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana
ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan
dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi;

3) Formulir sebagaimana dimaksud dalam angka (2), sekurang-kurangnya
memuat :

a) Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
b) Jabatan Pegawai Negeri atau penyelenggara negara;

¢) Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;

d) Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan

e) Nilai gratifikasi yang diterima.

Rumusan korupsi pada Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak

Pidana korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk
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menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 12 B dan

12 C UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:

1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;

2) Menerima gratifikasi (pemberian dalam arti kata luas);

3) Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau

tugasnya;

4) Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka

waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

2. Subyek Gratifikasi

Berdasarkan Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001, maka yang menjadi subjek

tindak pidana gratifikasi adalah:

1) Pegawai Negeri

Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999,

meliputi:

a)
b)

Pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang kepegawaian;
Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang
Hukum Pidana;

Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima
bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang

mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.
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2) Penyelenggara Negara
Pasal 1 angka (1) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan
Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif,
legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa
Penyelenggara Negara meliputi:
a) pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara;
b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
c) Menteri;
d) Gubernur;
e) Hakim;
f) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dan
g) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan
penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan perundang- undangan

yang berlaku.

3. Obyek Gratifikasi

Dilihat dari penjelasan Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001, maka disebutkan objek
gratifikasi adalah: pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-

cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam
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maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik

atau tanpa sarana elektronik.

Selain itu terdapat juga kasus-kasus yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi

yaitu:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

Pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif karena hal ini dapat
mempengaruhi legislasi dan implementasinya oleh eksekutif.

Cinderamata bagi guru (PNS) setelah pembagian rapor/ kelulusan, Pungutan
liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan tidak
jelas, oknum yang terlibat bisa jadi dari petugas kepolisian (polisi lalu lintas),
retribusi (dinas pendapatan daerah), LLAJR dan masyarakat (preman).
Apabila kasus ini terjadi KPK menyarankan pelaporan yang dipublikasikan ke
media massa dan penindakan tegas pada pelaku.

Uang restribusi masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh Instansi
Pelabuhan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendapatan Daerah.

Parsel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha ke pejabat.

Perjalanan wisata bagi Bupati menjelang akhir jabatan.

Pembangunan tempat ibadah di kantor pemerintah (karena biasanya sudah
tersedia anggaran untuk pembangunan tempat ibadah dimana anggaran
tersebut harus dipergunakan sesuai dengan pos anggaran dan keperluan
tambahan dana dapat menggunakan kotak amal.

Hadiah pernikahan ke keluarga PNS yang melewati batas kewajaran.

Pengurusan KTP/SIM/Paspor yang "dipercepat™ dengan uang tambahan.
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9) Mensponsori konferensi internasional tanpa menyebutkan biaya perjalanan
yang transparan dan kegunaannya, adanya penerimaan ganda, dengan jumlah
tidak masuk akal.

10) Pengurusan ijin yang dipersulit.



